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Pendahuluan

“Tiada iman sejati tanpa pemahaman.” Bagi seorang Muslim
pernyataan ini adalah kewajiban untuk memahami kedua sumber
hukum Islam (al-Qur'an dan hadis) dan konteks dimana serta kapan
ia hidup. Seorang Muslim juga memiliki tanggungjawab untuk
mengkaji secara bersamaan pesan dari teks dan pesan dari konteks.
Dengan ini maka spirit Islam yang “shalihun likulli zaman wa makan”
menjadi applicable. Sebagai agama kemanusiaan (rahmatan lil
‘alamin), Islam memberi ruang terbuka bagi pemeluknya untuk
bergerak dinamis dan dialektis menghadapi kemajuan dan
perubahan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan reinterpretasi
artikulasi prinsip-prinsip Islam dalam kedua sumber tersebut agar
tidak kaku dan jumud.

Upaya formulasi Islam sebagai jawaban atas persoalan jaman
inilah yang harus terus diagendakan. Teks al-Qur'an dan hadis yang
menjadi pegangan harus mampu kita jadikan pedoman dengan
berbagai pisau analisis teori-teori modern untuk menjawab
tantangan masa. Namun sikap ko-operatif ini tidak bisa dilakukan
dengan tidak dikembangkannya etos dan wawasan keagamaan
yang terbuka. Multikulturalisme atau pluralisme budaya
bagaimanapun tak bisa kita hindari sebagai suatu fenomena yang
mungkin menguntungkan atau justru merugikan umat Islam di
Indonesia. Kondisi ini tidak bisa terwujud begitu saja, namun
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memerlukan penciptaan budaya yang toleran, demokratis dan
berpihak pada ketertindasan. Diantara lokomotif yang diharapkan
mengawali tradisi ini adalah Muhammadiyah, organisasi massa yang
lekat kehadirannya dengan pembaharuan.

Makalah ini akan menjelaskan bagaimana doktrin Islam harus
dipahami sebagai sesuatu yang hidup sehingga memungkinkan
terjadinya kontinuitas dan perubahan. Kedua hal itu terjadi sesuai
dengan ruang waktu dan tempat dimana Islam berada. Fenomena
multikulturalisme dalam sejarah Islam dan perkembangannya di
Indonesia juga menjadi topik pembahasan. Dan sebagai topik inti
adalah harapan terhadap Muhammadiyah yang bisa mengembang-
kan wawasan multikulturalisme Muslim di Indonesia dan bagaimana
kesadaran itu ditumbuhkan.

Doltrin Islam: Kontinuitas dan Perubahan

Dalam doktrin Islam kita kenal konsep Muslim dan kufr, untuk
pemeluk Islam dan non-Muslim, dar al-Islam dan dar al-harb untuk
memetakan wilayah Islam dan non-Islam. Istilah-istilah yang
dikembangkan dalam doktrin Islam pada konteks Islam awal dan
pasca Rasulullah Saw, dimana konflik dakwah Islam saat itu
mengalami tantangan yang tidak sedikit. Kaum kafirin masa itu
bukan saja mereka yang tidak mau menghormati munculnya
dakwah agama baru tetapi juga memberikan perlawanan yang
cukup berbahaya. Pada konteks kekinian doktrin ini masih dimaknai
seperti adanya di masa Islam awal sehingga tidak sedikit konsep-
konsep semacam ini banyak menyumbangkan pandangan yang
sangat dikotomis. Timbulnya konflik antar agama, ras dan etnis,
karena pandangan dan sikap-sikap prejudice yang serupa juga
marak dalam doktrin-doktrin agama lain. Sikap-sikap prejudice
(prasangka) dan violence (kekerasan) antaragama seringkali timbul
disebabkan oleh pemahaman doktrin-doktrin keagamaan yang tidak
disesuaikan dengan perkembangan jaman. Multikultural, multi-
agama, ras dan etnis sebenarnya merupakan tradisi yang sudah
dikenal Islam. Bahkan dalam al-Qur’an banyak disinggung berbagai
macam dakwah yang mengedepankan pendekatan kultural, sikap
santun, menggunakan forum-forum dan dikembangkannya sikap
toleran (ud’u ila sabili rabbika bi al-hikmah wa al-mau’izhah al-
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hasanah). Namun selanjutnya kondisi keragaman itu bukan lagi
menjadi situasi yang menguntungkan, justru menimbulkan
pertentangan dan ketegangan. '

Pertentangan tidak saja terjadi di luar tubuh Islam, tetapi per-
bedaan mazhab dan pemikiran keagamaan dalam tubuh Islam
terkadang memicu pertentangan dan semakin mengkotak-kotakkan
umat Islam. Dalam Islam misalnya, terjadi pula perbedaan paham
antarkelompok dan penganut mazhab tertentu yang mengakibatkan
timbulnya sikap saling mengklaim kebenaran (truth claim) antara
yang satu dengan yang lain. Tradisi dan adat istiadat sebagai akar
dari suatu masyarakat tertentu seringkali dibabat habis karena
merupakan penyimpangan ajaran agama. Kebudayaan karena
alasan purifikasi pun tidak mendapat tempat dan semakin marginal
di tengah masyarakat. Padahal kita ketahui bahwa Islam pun tidak
pernah rhemaksakan kepada seseorang untuk menganut agama
tertentu (la ikraha fi al-din) apalagi menentukan keunggulan satu
dengan yang lain karena persoalan furu’iyyah. Muncul kemudian
beragam corak pemikiran Islam yang dikenal yaitu: kalangan
mutakallimin (ahli ilmu kalam atau filosof) dengan kecenderungan
teologi Mu'tazilah dan fugaha (para ahli hukum) dengan kecende-
rungan teologi ‘Asy'ariyyah. Mazhab-mazhab yang muncul berdasar
dua peta pemikiran membawa keberagaman pemahaman berkaitan
dengan persoalan teologis hingga penafsiran Islam tentang
mu’amalah dan ibadah ritual (Rahman, 1984:172-173). Tempat per-
kembangan pemikiran dan tokoh pembawanya pun pun belakangan
disadari membawa kontribusi pengaruh dan corak keberagamaan
itu. '

Di Indonesia, pada lingkup Islam yang lebih lokal pun meng-
hadapi situasi yang sama. Beragamnya suku bangsa, adat istiadat,
dan budaya membawa pengaruh karakter dan keberagamaan
Muslim. Ritual keagamaan dari pakem universalnya, mengalami
prerubahan dan menyerap unsur-unsur lokal budaya setempat. Jika
itu diklaim sebagai penyimpangan dan harus dimusnahkan tentu
keadaan ini akan menimbulkan resistensi yang kuat. Islam Jawa
yang kental dengan pengaruh Hindu tidak lepas dari unsur dakwah
para wali pada masa awal Islam di Jawa. Fenomena tarekat dan
gerakan tasawuf di Indonesia yang penuh dengan stereotip
mistisnya tidak lepas dari dampak munculnya gerakan purifikasi
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Wahabiyyah di Mekkah tahun 1924 yang mengakibatkan ter-
putusnya komunikasi beberapa tarekat di Indonesia dengan pusat
di Mekkah. Sejak kemunculan Nagsyabadiyyah misalnya, ada
komunikasi antara ulama di Indonesia dan di Mekkah untuk menjaga
otentisitas ajaran tarekat. Namun akibat pemberangusan tradisi
tarekat dan tasawuf di Mekkah, tarekat-tarekat yang berkembang
di Indonesia mengalami pengindonesiaan dengan penyerapan
unsur-unsur lokal (Bruinessen, 1994: 226-227). Akibatnya terjadi
perubahan baik yang menyimpang, berlebihan maupun perubahan
yvang hanya simbolik semata, yaitu dengan memasukkan unsur-
unsur yang kental dengan budaya mistis seperti dalam proses
pembai’atan murid (pengikut) tarekat dengan ritual-ritual tertentu
yvang tidak terdapat dalam ajaran Islam. Bahkan perkembangan
teknologi dan komunikasi pun melahirkan budaya-budaya-baru yang
menyumbangkan perubahan.pemahaman keagamaan seseorang,
seperti pernikahan via internet, pernikahan via telepon dan lain
sebagainya.

Pada era kontemporer muncul berbagai pilihan organisasi
keagamaan di Indonesia: Muhammadiyah, NU yang dekat dengan
latar belakang budaya Indonesia. JIL yang lebih baru sebagai motor
Islam liberal, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Thahrir, atau
laskar Jundullah dikenal sebagai organisasi garis keras. Masing-
masing organisasi itu memiliki lahan dakwah, corak dan karakteristik
dakwah masing-masing. Jika berbagai alternatif organisasi tersebut
mampu bersinergi antara satu dengan yang lain, tidak saling
mengklaim sebagai yang terbaik, paling progresif dan tidak jumud
tentu sangat menguntungkan untuk membangun wajah Islam yang
humanis dan konsisten menghadapi tantangan abad 21.

Perkembangan yang kita lihat justru sebaliknya, fenomena
multipartai, multipaham dan multikultural di Indonesia disikapi
dengan heterofobia. Heterofobia atau takut akan yang berbeda
melahirkan stigmatisasi terhadap kelompok yang berbeda dan
dipersepsikan sebagai ancaman (Hardiman, 2003: 52).Heterofobia
ini juga memunculkan sikap fanatisme yang lahir dari kegagapan
akan perubahan dan kemajemukan dan mencerminkan ketidak-
percayaan akan kemampuan diri sendiri. Bahkan saat ini setiap
prakarsa sosial selalu dipandang bermuatan politis dan disambut
dengan sikap curiga. Ini pun diperburuk oleh maraknya bom-bom
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yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnakan
Islam dan opini publik tentang gerakan terorisme yang dilakukan
oleh Jamaah Islamiyah. :

Kondisi semacam itu jika terus dipertahankan akan menjadi
kontraproduktif bagi dinamika perkembangan Islam di Indonesia.
Artikulasi konsep jihad, kufur, dan syarat-syarat seperti apakah yang
harus dipenuhi untuk melakukan jihad dengan mengangkat senjata.
Mengembangkan wawasan multikultural dengan landasaan ideal
syariah akan ikut membentuk budaya toleran di kalangan Muslim.
Sikap-sikap reaktif sudah saatnya digantikan dengan sikap yang
melihat perbedaan dengan kepala dingin dan menyambutnya.
Diharapkan umat Islam di era kini tidak gagap menghadapi
perubahan jaman yang cepat dan melawannya dengan tindakan-
‘tindakan yang tidak taktis. '

Multikulturalisme dalam Lintasan Sejarah Islam

Multikulturalisme adalah bagian dari kemajemukan masya-
rakat modern yang muncul akibat keragaman (pluralisme) budaya.
Masyarakat modern sering dihadapkan pada kelompok minoritas
yang menuntut pengakuan atas identitas mereka dan diterimanya
perbedaan budaya mereka. Hal ini disebut sebagai tantangan dari
multikulturalisme. Istilah ini mencakup berbagai bentuk pluralisme
budaya yang berbeda masing-masing memiliki tantangan sendiri-
sendiri (Kymlicha, 2002: 13). '

Sumber keragaman budaya diantaranya adalah kehadiran
bersama lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu,
dimana bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap
secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu,
memiliki bahasa dan kebudayaan tersendiri. Ini yang kemudian
disebut sebagai negara multibangsa bukan satu bangsa seperti
anggapan selama ini. Kebudayaan-kebudayaan terkecil membentuk
minoritas bangsa. Bersatunya mereka dalam suatu negara biasanya
diawali oleh penaklukan atau penjajahan. Misalnya, fakta di Amerika
Serikat yang terdiri dari minoritas-minoritas bangsa seperti Indian,
keturunan Meksiko atau penduduk Hawai. Selain itu juga timbul
akibat kedatangan para imigran dari berbagai suku bangsa di suatu
tempat juga menyebabkan keragamaan ini. Mereka lebih meng-
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inginkan diberikannya beberapa hak untuk mepertahankan
kekhasan etnisnya. : '

Islam memiliki landasan dalam membangun etika sosial lintas
budaya.Wacana pluralisme budaya sebenarnya bukan hal baru
dalam tradisi Islam. Akar wacana ini bisa dilihat dari berbagai
literatur yang berkembang, diantaranya dalam karya Ibn Hazm al-
Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal” menerangkan kemajemukan
agama dan sikap Islam terhadap agama-agama lain. Toleransi ini
juga tampak dalam perlakuan Muslim kepada warga non-Muslim
sebagai ahl Dzimmah di wilayah kekuasaan Islam. Kelompok
minoritas dipandang sebagai warga kedua yang tetap diijinkan
untuk menikmati kebebasan menjalankan agama mereka. Komunitas
Yahudi dan Kristen dapat berdampingan dengan Islam yang
berkuasa, menerapkan hukum-hukum yang dianut dengan catatan
tidak melakukan kégiatan politik yang membahayakan kekuasaan
Islam (Haider Aasi, 1999: 24-25).

Bentuk lain dari toleransi beragama juga terlihat dari sistem
khilafah (millet) di Turki Utsmaniyah yang mengakui umat Yahudi,
Kristen dan kepercayaan-kepercayaan lain untuk memerintah diri
sendiri, menerapkan hukum agama yang restriktif kepada para
umatnya masing-masing dengan pertimbangan teologis dan
strategis bagi hak-hak kaum minoritas. Sistem khilafah ini sebenar-
nya adalah federasi teokrasi, dimana toleransi di sana dipahami untuk
menunjukkan kesediaan agama yang dominan untuk hidup
bersama dengan agama lain, namun tidak menerima prinsip yang
agak terpisah dari kebebasan beragama (Kymlicha, 2002: 238-239).
Sistem millet di Turki saat itu adalah model yang paling maju dari
toleransi beragama yang tidak liberal, karena sistem ini bukanlah
bentuk ideal dari kebebasan yang ingin dibangun oleh para liberalis
dari Locke hingga Kant dan Mill.

Pada contoh kasus di atas, negara Islam dilihat dengan para-
meter dar al-Islam dan dar al-harb yang digunakan untuk memaknai
wilayah Islam dan wilayah perang seperti dalam makna yang
diberikan ulama-ulama pada masa itu. Muslim dan non-Muslim ter-
lepas dari toleransi yang dikembangkan, juga dilihat dari paradigma
identitas Muslim dan kufr. Namun konsep itu menjadi dikotomis jika
diterapkan tekstualis pada saat ini. Penerapan syariah historis,
meminjam istilah an-Na'im, akan menjadi kesulitan luar biasa
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terutama berkaitan dengan persoalan bidang publik: konstitusi-
onalisme, hukum pidana, hubungan internasional dan hak-hak asasi
manusia yang selama ini diatur oleh hukum publik. Maka perlu di-
kembangkan konsep hukum publik alternatif. Konsep hukum publik
alternatif ini biasa disebut” Syariah Modern"” (an-Na'im, 1994: 4).
Mengembangkan hukum syariah sebagai hukum publik di negara-
negara Islam tidak hanya menguntungkan non-Muslim yang akan
menikmati statusnya sebagai warga negara penuh bukan kelas dua,
tapi juga Muslim yang bisa mendapatkan keuntungan sekularisasi
kehidupan publik, misalnya perempuan Muslimah yang dapat
mengakses fasilitas publik.

Fenomena Islam Eropa misalnya, adalah perkembangan unik
sejarah multikulturalisme dalam Islam yang memberi tugas bagi
kita untuk melakukan ijtihad dan reinterpretasi terhadap ajaran
Islam. Masyarakat Muslim daténg ke Eropa dengan berbagai cara:
sebagai pelajar, imigran, pengungsi, pedagang dan lain-lain. Ke-
mudian mereka menetap menjadi warga minoritas yang perlu diberi
perlindungan dan hak untuk menjalankan kebebasan beragama dan
diposisikan sejajar dengan warga bangsa yang lain. Muslim Eropa
merupakan salah satu kelompok minoritas dalam sistem negara
multibangsa. Pada kondisi semacam itu jika umat Islam tidak me-
ngembangkan sikap yang kooperatif akan sangat rentan menjadi
objek penindasan dan diskriminasi, karena merekapun tidak
menginginkan status sebagai warga negara kelas dua. Oleh karena
itu, menurut Tariqg Ramadalan, paradigma yang dikotomis dalam
teologi Islam harus mulai dikikis. Konsep-konsep seperti kufr, ahl
dzimmah, dar al-harb harus mulai dimaknai dengan artikulasi yang
lebih mendukung survival mereka di Eropa. Di negara-negara Eropa
bahkan mereka terkadang mendapatkan hak-hak dan perlindungan
dibanding ketika mereka tinggal di negara-negara Islam, artinya
dar al-harb dapat dimaknai sesuai dengan pemaknaan Imam Hanafi
yang mengacu pada keamanan dan perlindungan bagi Muslim di
suatu wilayah. Kedua parameter tersebut pun dapat diganti dengan
parameter identitas Muslim yang bisa dikembangkan dengan
keunikan tradisi Islam yang berdialektika dengan situasi Eropa yang
sekularis dan liberalis (Ramadan, 2002: 152).

Begitulah, dalam etika lintas budaya harus dikembangkan
prinsip resiprositas atau hubungan timbal balik. Etika sosial ini
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sangat penting sebagai hak dan perlindungan saat kita sebagai
warga minoritas maupun warga mayoritas di suatu negara. Konsep
etika sosial dalam lintas budaya ini bisa dikembangkan dengan
prisip-prinsip usul fikih dengan metode penemuan hukum seperti
ijtihad, istislahi (teleologis) yang mengedepankan prinsip maslahah,
istihsan, dan lain-lain. Proses globalisasi menjadikan setiap orang
sangat membutuhkan etika tentang baik dan buruk, norma-norma
moral yang berlaku di negara satu maupun yang lain karena batas-
batas negara semakin sempit. Pada tahapan apa seseorang
mengalami situasi yang darurat dan sampai dimana batasan darurat
untuk mempertahankan eksistensi hidup itu boleh dilakukan.
. Bagaimana konsep halal dan haram di negara-negara non-Muslim
dapat diterapkan.

Multikulturalisme dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, jelas negeri ini multikultural.
Bhinneka Tunggal Ika memuat idealitas multikulturalisme, bahkan
negeri ini bisa dikatakan polietnis (beragam etnis). Di masa kolonial
keragaman ini bisa dipersatukan untuk perlawanan dan membentuk
“identitas bersama.”

Fakta keragaman di Indonesia pada masa Orde Baru yang
dipaksakan menjadi etnis ‘Indonesia” yang homogen yang ditentu-
kan bahasa, tanah, sejarah, dan darah yang sama. Sehingga warga
imigran atau yang datang belakangan meski mengantbngi status
WNI dipandang sebagai warga “asing”. Sebutan yang biner pri
(pribumi) bagi warga negara Indonesia dan non-pri (keturunan)
bagi warga seperti etnis Cina, Arab, dan lain-lain. Padahal realitas-
nya rakyat yang mayoritas sangat heterogen terdiri dari beragam
etnis dan suku bangsa, hanya mereka mendiami suatu tempat lebih
dulu.

Kerusuhan anti etnis-Cina di Jakarta, Solo, Medan, konflik antar
etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, konflik agama di Maluku,
gerakan separatisme di Aceh dan Papua, serta gerakan Islam garis
keras menyiratkan bahwa Iridonesia adalah negeri polietnis
sekaligus ‘multinasional. Gerakan-gerakan ini dilakukan oleh
minoritas yang potensial memerintah dirinya sendiri. Mereka inilah
yang secara politis dimarginalkan dan ditindas di masa Orde Baru.
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Namun Indonesia bukan Yugoslavia atau Rwanda yang memiliki
potensi terjadinya perang saudara sehingga politik polietnis diber-
lakukan. Indonesia juga bukan Amerika Serikat atau Kanada yang
menerapkan politik multikulturalisme. Politik itu sendiri muncul di
sana dalam konteks masyarakat liberal yang sudah diamankan oleh
sistem hak-hak yang mapan dan mentalitas demokratis yang vital.

Di Indonesia kita tidak bisa mencapai tahap itu sebelum
melalui sebuah politik yang memiliki perspektif etnosentrisme, sikap
hidup yang memahami perbedaan, program-program dan sosialisasi
kesadaran yang mengembangkan etos demokrasi, proseduralisme
" legal dan netralisme politis dalam tradisi kehidupan bernegara.
Tindakan diskriminatif yang masih fenomenal dalam birokrasj negara,
kita jika tak hati-hati akan menjadikan politik multikulturalisme justru -
melegitimasi kelompok-kelompoek kuat untuk menindas kelompok
yang lemah. Maka diluar keinginan justru muncul kemudian politik
sektarianisme dan fundamentalisme etnis dan religius.

Kasus-kasus di atas terjadi karena latar belakang budaya yang
berbeda, dan perbedaan ini ternyata melahirkan suatu konflik yang
sangat tajam akibat fanatisme terhadap kelompok. Kebudayaan
seperti juga agama, sangat sulit untuk didefinisikan. Kebudayaan
adalah suatu sistem simbol dari makna-makna. Geertz dalam
Bernard T. Adeney mendefinisikannya sebagai sesuatu yang
dengannya kita memahami dan memberi makna hidup. [a mengacu
pada pola makna-makna yang diwujudkan dalam simbol-simbol
yang diturunalihkan secara historis, suatu sistem gagasan yang
diwarisi yang diungkapkan dengan bentuk simbolik yang dengannya
juga manusia menyampaikan, melestarikan, dan mengembangkan
pengetahuan tentang sikap dan pendirian mereka terhadap hidup
(Adeney, 2000: 19-20).

Perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan sering terjadi dalam
definisi norma dan nilai-nilai moral, tata cara komunikasi. Sehingga
benturan-benturan nilai terjadi karena substansial bagi budaya yang
satu, belum tentu penting bagi yang lain. Maka memahami etika
lintas budaya sangatlah penting dan bukan sekedar untuk dapat
membedakan nilai-nilai relatif dan mutlak. Etika sosial ini harus
dikembangkan di masyarakat luas sehingga tidak mudah bereaksi
terhadap provokasi yang kadang disulut oleh hal-hal kecil. Identitas
bersama sebagai wujud dari pemahaman intersubjektif harus
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dipahami sebagai nilai universal dari identitas subjektif atau
kedirian.

Identitas keindonesiaan bukan dengan meleburkan kesukuan
menjadi masyarakat tunggal yang homogen tapi bagaimana lebih
memaharmi dan berintegrasi pada titik persamaan sebagai nilai-nilai
bersama. Kerjasama di era kolonial untuk mengusir penjajah, meme-
rangi tindak korupsi di masa sekarang, ikut mendesak pemerintah
untuk segera memberi perlindungan dan mengeluarkan kebijakan
yang melindungi para TKW di luar negeri, menentang eksploitasi
sumber daya alam dan lain-lain. Sedangkan identitas keberagamaan
bisa dikembangkan sikap-sikap toleransi antarumat beragama. Pada
batas manakah toleransi antarumat beragama dapat dilakukan?
Dialog untuk menyelesaikan kasus Poso, tuntutan disintegrasi di
Aceh, ‘Riau', Papua dan lain-lain.

Tariq Ramadan memberi sedikitnya lima elemen yang dapat
dijadikan parameter pokok untuk memberi ciri pada identitas umat
Islam yaitu: 1) iman dan spiritualitas, 2) ibadah, 3) perlindungan, 4)
kebebasan, 5) dan partisipasi (Ramadan, 2002: 149-151). Iman dan
spiritualitas adalah persamaan dalam kajian teologis dan masalah
ketauhidan, apakah ia keras, liberal, modernis, dogmatis tidak
menjadi masalah jika saling memahami dan menghormati satu
dengan yang lain. Ibadah adalah porsi terbesar pertentangan di
kalangan umat Islam. Ibadah yang melingkupi persoalan pernikahan,
perceraian, perdagangan, warisan, ekonomi dan politik. Perbedaan
mazhab fikih di sana seharusnya dianggap sebagai dinamika yang
mampu mendorong kemajuan dan penemuan-penemuan baru.
Perlindungan, berkaitan dengan hak seorang dari etnis minoritas
misalnya untuk mengekspresikan budaya dan kekhasan mereka.
Tradisi Muslim Tionghoa misalnya, yang berhak untuk melakukan
ritualnya berkenaan dengan hari rayanya. Kebebasan adalah ruang
yvang diberikan kepada ulama dan intelektual untuk melakukan
penelitian dan penemuan-penemuan hukum berdasarkan realitas
persoalan yang muncul, tanpa buru-buru kita menyatakan sebagai
penyimpangan. Dan terakhir adalah partisipasi, sepanjang tiap-tiap
perbedaan dari etnis, kelompok masyarakat dan komunitas itu
membawa kemaslahatan dan membawa partisipasi kearah
kemajuan harus didukung dan dilindungi.
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Problematika sosial yang tengah dihadapi rakyat Indonesia
adalah seringkali berbenturan antara perspektif sosiologis dan
agama. Kasus penyimpangan seks, tayangan pornografi di televisi
publik, kemiskinan, lokalisasi prostitusi sebagai sesuatu yang hitam
dan putih yang diselesaikan dengan larangan tanpa upaya preventif
melalui program-program sosial. Bagaimana hukum, khususnya
hukum Islam, berbicara tentang pernikahan antaragama yang
meski tidak mendapat pengakuan secara hukum tetap marak
dilakukan dengan menikah di luar negeri.

Fakta-fakta sosial itulah yang harus disadari setiap individu di
tanah air baik Muslim maupun non-Muslim untuk minimal mengem-
- bangkan kesadaran sosial sehingga agama benar-benar menjadi
solusi sosial bukan slogan formalis. Perbedaan budaya, perbedaan
gaya hidup akibat mengerucutnya dunia dengan kemudahan
transportasi dan komunikasi seharusnya-mampu me‘ngikié sikap
yang dikotomis memisahkan agama sebagai sesuatu dan persoalan
sosial sebagai sesuatu yang lain. Refleksi keberagamaan dengan
pemahaman tauhid sebagai ibadah sosial seperti zakat, wakalf,
pendidikan, pengentasan kemiskinan, kepedulian terhadap kaum
dlu’'afa (buruh, petani, TKW, anak yatim) dan kaum tertindas dan
lain-lain. Maka inilah idealnya Islam sebagai agama yang datang
sebagai motor pembebasan yang tidak fokus pada persoalan
transendental semata tapi mampu membawa transformasi sosial.

Muhammadiyah dan Gerakan Kesadaran Multikultural

Muhammadiyah sebagai organisasi massa yang muncul
dengan semangat ajaran Nabi Muhammad Saw, lahir dari idealisme
gerakan tajdid (pembaharuan) yang diprakarsai KHA. Dahlan.
Idealisme Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinan melihat
kejumudan umat Islam saat itu. Dakwah kultural yang dilakukan
para wali yang memasukkan unsur-unsur budaya lokal dan Hindu
dalam ibadah ritual terus berlangsung meski masa itu seharusnya
telah berlalu. Maka gerakan purifikasi TBC menjadi begitu signifikan
pada tahun 1912-an.

Namun fakta selanjutnya, Muhammadiyah terjebak oleh
semangat tajdid yang dipahami sangat parsial, sehingga gerakan
pemberantasan TBC (tahayyul, bid’ah, khurafat) menjadi gerakan
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pemberantasan tradisi dan budaya lokal yang dipandang tidak
Islami. Muhammadiyah menjadi ormas yang tidak toleran secara
teologis, padahal dalam sejarahnya gerakan ini adalah gerakan
modernis yang banyak mengadopsi pemikiran Muhammad Abduh
(1849-1905) dan Rasyid Ridha (1865-1935). Kedua tokoh ini adalah
tokoh liberalis Arab pada masanya yang memberi banyak ruang
ijtihad dan porsi rasio dalam gerakan pemikiran Islam. Masyarakat
dibentuk menjadi homogen dan dipandang dari perspektif biner
“Islam Murni” dan “Islam tidak murni.”

Maka tepat sekali jika sidang Tanwir Muhammadiyah 2003 di
Makassar, Sulawesi Selatan berhasil menyepakati konsep dakwah
kulural Muhammadiyah, yang juga d1gu11rkan di Tanwir sebelumnya
tahun 2002 di Denpas,ar Bali dianggap sebagai langkah progresif
ormas ini. Langkah dakwah ini dianggap mampu-menjadi starategi
dakwah yang taktis dibanding langkah-langkah Muhammadiyah di
masa lalu. Terlepas dari tujuan Muhammadiyah dengan dakwah
kulturalnya sebagai langkah amputasi atas “dosa” masa lalu, dak-
wah kultural pun memerlukan suatu kesadaran massif dari anggota-
nya disertai dengan pemahaman tentang konsekuensi dari langkah
ini, seperti bagaimana sebuah politik multikulturalisme dikembang-
kan dan sikap-sikap apa yang seharusnya dimiliki. Sebagai organisasi
massa besar di Indonesia, teologi yang dikembangkannya teologi
sosial yang toleran terhadap perbedaan dan tidak terjangkiti penyakit
heterofobia.

Muhammadiyah terdiri dari anggota yang berlatar belakang
multipartai, multietnis, dan berasal dari tingkat status sosial dan
pendidikan yang plural. Ini membuat Muhammdiyah harus me-
ngembangkan wawasan multikulturalisme. Dari gerbang
Muhammadiyah inilah konflik yang terjadi di Indonesia oleh ber-
bagai kasus SARA diharapkan dapat teredam. Kesadaran ini tentu
harus berangkat dari manhaj dakwah Muhammadiyah yang sudah
seharusnya mulai mengedepankan isu-isu pengembangan tauhid
keberpihakan kepada kaum dlu’afa. Terma multikulturalisme
sebagai politik kaum minoritas bisa dikembangkan pula menjadi
politik kaum tertindas atau dlu’afa.

Perbedaan, baik di kalangan Muhammadiyah maupun non-
Muhammadiyah harus mulai diakomodasi, karena mengakomodasi
perbedaan baik yang bersifat kultural, etnis, dan tradisi merupakan
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bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk membuat demokrasi
yang lebih toleran dan inklusif (Kymlicha, 2002: 26). Sangat naif jika
masih ditemui sikap yang curiga dan merasa lebih ahl sunnah, lebih
Muhammadiyah hingga fobia terhadap gejala pembaharuan dan
pemikiran baru dalam Muhammadiyah. Seperti dalam konteks
keislaman dimana terjadi kontinuitas dan perubahan dalam doktrin-
doktrin Islam, tajdid di masa Ahmad Dahlan pun harus dimaknai
dengan tajdid era kekinian. Artikulasi makna bid’ah sebagai ibadah
yvang tidak dilakukan Rasul dapat dilakukan dengan pertimbangan
akhaffu dhararain (yang teringan diantara dua bahaya). Maka
sebuah majelis dzikir, halagah shalawat atau pengajian yang diawali
dengan puji-pujian, pertunjukkan wayang yang menceritakan sirah
Nabawiyah, wacana hak-hak reproduksi, menjadi lebih aslah
(bermanfaat) daripada show-show musik yang mengumbar aurat,
tayangan gosip artis dan lain-lain. Bukan saatnya lagi warga
Muhammadiyah masih terjebak dalam persoalan ihtilaf pada aspek-
aspek furu'iyyah, tapi bagaimana pemahaman Islam universal itu
betul-betul terintegrasi di setiap jiwa umat sehingga perbedaan-
perbedaan akan disikapi dengan kepala dingin. Persoalan surga
neraka, tingkat keimanan dan banyak sedikit pahala sudah
seharusnya dibarengi dengan gencamya dakwah tauhid dan fikih
sosial serta kesadaran untuk bersikap toleran dalam kancah
masayrakat yang multikultural.

Penutup

Demikianlah urgensi kesadaran Muslim yang berwawasan
multikultural dengan melihat kemungkinan konflik dan ketegangan
yang ada. Sumber-sumber hukum Islam secara eksplisit menuturkan
bahwa keragamaan justru membawa karunia yang tidak sedikit.
Dalam sejarah Islam baik pada aspek teologis maupun dogmatis
banyak timbul perselisihan paham. Dan itu terus berlanjut hingga
kini. Jika disikapi dengan prejudice dan tidak simpatik hanya akan
menimbulkan kondisi yang kontraproduktif bagi proses keberlanjut-
an Islam sebagai agama keadilan yang rahmatan lil alamin.

Sikap toleran, menghormati nilai-nilai lokal dari suatu tradisi,
mengembangkan sikap empati dan tetap bersandarkan pada nilai-
nilai universal ajaran Islam akan memudahkan proses dakwah era
informasi ini. '
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